ABSTRAK

Ridwan Eko Prasetyo-Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Indonesia tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif
Politik Hukum

Tingginya angka perceraian di Indonesia berdasarkan data terbaru dari BPS
Tahun 2025 sebanyak 438.168 kasus tentu menyebabkan meningkatnya jumlah anak
yang harus hidup dalam keluarga tidak utuh, sementara pemenuhan hak nafkah anak
pasca perceraian masih sangat lemah dari sisi pelaksanaan, berdasarkan penelitian
Australia Indonesia Patnership for Justice 2 (AIPJ2) menemukan bahwa lebih dari
satu juta anak Indonesia terkena dampak dari perceraian, kondisi ini diperparah oleh
berbagai realitas yang terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) Implementasi Perlindungan
dan Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Perkawinan
di Indonesia. 2) Arah politik hukum dalam membentuk kebijakan perlindungan hak
nafkah anak pasca perceraian di Indonesia. 3) Urgensi dan arah rekonstruksi hukum
keluarga Islam dalam mengoptimalkan perlindungan terhadap hak nafkah anak pasca
perceraian di Indonesia. 4) formulasi ideal rekonstruksi hukum keluarga Islam yang
responsif terhadap perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif
politik hukum.

Secara teoritis, penelitian ini bertumpu pada grand theory Maghasid Syari’ah.
Middle-Range theory yang digunakan adalah teori politik hukum. Applied-Range
theory yang digunakan adalah teori keadilan dan teori rekontruksi hukum.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualititatif deskriptif
analitis dengan pendekatan yuridis normatif melalui statute approach, conceptual
approach, dan case approach terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama dan
Mahkamah Agung yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, regulasi perlindungan dan
pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian masih menghadapi kesenjangan antara
kerangka normatif yang relatif komprehensif dan praktik yang ditandai disparitas
penetapan nafkah serta rendahnya tingkat eksekusi putusan, dalam teori rekontruksi
hukum hal itu dapat tercermin karena gap das sollen dan des sein. Kedua, arah politik
hukum nafkah anak di Indonesia masih bersifat fragmentaris dan belum secara
konsisten menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai orientasi utama, antara lain
tercermin dari disharmoni pengaturan batas usia anak dan ketiadaan standar nasional
besaran nafkah, dalam paradigma politik hukum kebijakan mesti diarahkan pada hal
yang dicita-citakan. Ketiga, urgensi rekonstruksi hukum keluarga Islam untuk
menyelaraskan magasid al-syariah dengan prinsip konstitusional perlindungan anak
melalui harmonisasi batas usia kewajiban nafkah, penetapan standar minimal nafkah
berbasis biaya hidup regional, serta penguatan mekanisme eksekusi yang efektif,
paradigma teori rekontruksi hukum menekankan bahwa kebijakan tidak hanya
perubahan diatas Kkertas. Keempat, formulasi ideal rekonstruksi yang meliputi
pembaruan substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum dalam teorinya
Lawrence M. Friedman melalui pembentukan lembaga penjamin nafkah anak yang
terintegrasi dengan Pengadilan Agama, pengembangan mekanisme pemotongan
penghasilan dan dana jaminan nafkah anak.
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ABSTRACT

Ridwan Eko Prasetyo — Reconstruction of Indonesian Islamic Family Law on
the Protection and Fulfillment of Children's Post-Divorce Maintenance Rights
from the Perspective of Legal Politics

The high divorce rate in Indonesia based on the latest data from BPS in 2025
recording 438.168 cases has inevitably led to a growing number of children living in
broken families, while the fulfillment of children's post-divorce maintenance rights
remains critically weak in terms of enforcement. Research by the Australia Indonesia
Partnership for Justice 2 (AlIPJ2) found that more than one million Indonesian children
are affected by divorce, a condition further compounded by various prevailing
realities.

This study aims to analyze: 1) The implementation of the protection and
fulfillment of children's post-divorce maintenance rights under Indonesian marriage
law; 2) The direction of legal politics in shaping policies for the protection of
children's maintenance rights after divorce in Indonesia; 3) The urgency and direction
of the reconstruction of Islamic family law in optimizing the protection of children's
post-divorce maintenance rights in Indonesia; and 4) The ideal formulation of a
reconstruction of Islamic family law that is responsive to the protection of children's
post-divorce maintenance rights from the perspective of legal politics.

Theoretically, this research is grounded in the grand theory of Maqasid al-
Shart‘ah. The middle theory employed is the theory of legal politics, while the applied
theory is the theory of justice.

The research method involves a normative juridical approach through a
statute approach, conceptual approach, and case approach, applied to relevant
decisions of the Religious Courts and the Supreme Court.

First, the regulation of the protection and fulfillment of child support rights
after divorce in the Religious Courts still faces a gap between the relatively
comprehensive normative framework and practices marked by disparities in the
determination of support and the low level of execution of decisions. Second, the
direction of child support law politics in Indonesia is still fragmentary and has not
consistently placed the best interests of children as the main orientation, among others
reflected in the disharmony of child support age limits and the absence of national
standards for the amount of support. Third, the urgency of the reconstruction of
Islamic family law to align magasid al-syariah with the constitutional principle of
child protection through harmonization of the age limit for support obligations, the
establishment of minimum standards for support based on regional living costs, and
the strengthening of effective execution mechanisms. Fourth, the ideal formulation of
reconstruction which includes updating the legal substance, legal structure, legal
culture in Lawrence Friedman's theory through the establishment of a child support
guarantee institution integrated with the Religious Courts, the development of income
deduction mechanisms and child support guarantee funds.



